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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk menjamin mutu dan akuntabilitas
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sektor energi
dan sumber daya mineral, perlu melakukan akreditasi
terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dan
pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral,

bahwa dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman
Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan
Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral masih
terdapat kekurangan dan belum dapat menampung
perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan
akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan
dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

tentang Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan
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Mengingat

dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5585);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5142);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Teknis bagi Pegawai Negeri Sipil Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1678);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG AKREDITASI LEMBAGA
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Komisi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan
dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
yang selanjutnya disingkat KA-LDP ESDM, adalah komisi
yang melaksanakan akreditasi terhadap lembaga
penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi
dan sumber daya mineral.

Akreditasi adalah pemberian pengakuan formal yang
menyatakan bahwa suatu lembaga penyelenggara
pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya
mineral telah memenuhi persyaratan untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sektor
energi dan sumber daya mineral.

Asesor adalah orang yang mempunyai kompetensi dan
mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan
memberikan penilaian kelayakan terhadap lembaga
penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi
dan sumber daya mineral dalam menjalankan program
kegiatan pendidikan dan pelatihan sektor energi dan
sumber daya mineral.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang
selanjutnya disebut Kementerian ESDM, adalah
kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang

selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan
Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Badan,
adalah badan di bawah Kementerian yang mempunyai
tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya
manusia di bidang minyak dan gas  bumi,
ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru,
energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sektor energi
dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh lembaga
penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi
dan sumber daya mineral yang menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan di bidang:
a. minyak dan gas bumi;
b. ketenagalistrikan;
c. mineral dan batubara;
d. energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
e. geologi.
Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor
energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan
pemerintah;
b. badan hukum, badan usaha yang diakui
pemerintah, dan/atau bentuk usaha tetap atau
satuannya yang menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 3

Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor

energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) dapat menyelenggarakan pendidikan
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